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ABSTRAK  

Skripsi yang berjudul “Tinjuan Konstitusionalitas Hak Politik Dalam 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Di 

Indonesia” ini secara umum bertujuan untuk mengetahui dan memahami tinjauan 

konstitusionalitas hak politik dalam UU ASN di Indonesia serta latar belakang 

terjadinya pelanggaran oleh UU ASN terhadap konstitusi di Indonesia. 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis 

normatif dengan spesifikasi deskriptif kualitatif. Metode penentuan data 

menggunakan data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer dan bahan 

sekunder. Metode pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen yang 

kemudian akan diperiksa, diedit dan dianalisa secara kualitatif. 

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa pembatasan hak politik ASN 

dalam UU ASN bertentangan dengan konstitusi namun bertujuan untuk menjaga 

netralitas ASN. Sesuai atau tidaknya suatu peraturan hanya dapat dinilai oleh 

Mahkamah Konstitusi. Kemudian, pelanggaran UU ASN terhadap konstitusi 

dilatar belakangi oleh beberapa faktor seperti faktor ego sektroral, kepentingan 

pribadi, ketidaksesuaian dengan ideologi dan ketidaktahuan. Dari beberapa kasus 

dalam penelitian ini, diketahui faktor yang melatarbelakangi terjadinya 

pelanggaran UU ASN oleh Para ASN adalah kepentingan pribadi. 

Kata Kunci : ASN, Hak Politik, Konstitusionalitas. 
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ABSTRACT 

The research with the title “Overview Of The Constitutionality of Political 

Rights In Law No.5 of 2014 Concerning State Civil Apparatus In Indoneia”, in 

general aims to find out and understand the constitutionality of political rights in 

the ASN Law in Indonesia as well as the background to violations by the ASN Law 

against the constitution in Indonesia. 

The research method used is normative juridical with qualitative 

descriptive specifications. The data determination method used secondary data 

consisting of primary legal materials and secondary materials. Methods of data 

collection using carried out through document study which are then examined, 

edited and analyzed qualitatively. 

Based on the research results, it is known that regulation of ASN polirical 

rights in the ASN Law is contrary to the constitution but aims to maintain ASN 

neutrality. Whether a regulation is appropriate or not can only be assessed by the 

Constitutional Court. Then, violations of the ASN Law against the constitution 

were motivated by several factors such as sectoral ego, personal interests, 

incompatibility with ideology and ignorance. 

Keywords : ASN, Political Right, Constitutionality. 
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